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INTISARI

Dalam rangka memperkuat sistem perbankan dalam menghadapi krisis
ekonomi dan krisis keuangan di Indonesia, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa akan mengalihkan tugas Bank Indonesia
dalam melakukan pengawasan terhadap bank kepada lembaga pengawas yaitu
Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Keputusan ini menimbulkan suatu masalah berkaitan dengan kewenangan
untuk mengajukan kepailitan terhadap bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kewenangan tersebut akan tetap di tangan Bank
Indonesia atau akan berpindah tangan menjadi kewenangan Lembaga Pengawas Jasa
Keuangan.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan untuk
mengetahui, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi mengenai kewenangan
Bank Indonesia di dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur
yang merupakan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.
37 Tahun 2004 setelah fungsi pengawasan bank dialihkan pada Lembaga Pengawas
Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Kepailitan Bank, Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan
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ABSTRACT

To strengthen the banking system in a time of financial and economic crisis in
Indonesia. The Indonesia Parliament ( Dewan Perwakilan Rakyat ) by Article 34 (1)
Act No0.3/2004 will decide to divert and transfer the power of Bank Indonesia to
supervisi banks to the new state auditor that is Supervisor of Financial Institution
(Lembaga Pengawas Jasa Keuangan).

Unfortunately this decision will create a problem that ascertain the power to
award the bankrupcty decision (in this case, the debtor is a bank) based on Debt
Payment Obligation Adjourment according to Article 2 (3) Act No 37/2004. This
power will remain on the hand of Bank Indonesia or it should be also be transferred
to the new state auditor.

This research,using the normative law method, try to reveal, analyze, and
evaluate this conflicting law by deducting, systemizing, and synchronizing the
concerning law according to the various law theories and jurisprudence. The aim is to
give hindsight how to strengthen the banking law system in Indonesia for the better
condition of Indonesian economic and the well being of its people.

Key Words  : Bank’s bankruptcy, Bank of Indonesia, Supervisor of Financial
Institution
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